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Pelindungan data pribadi bertujuan mencegah pencurian dan penyal ahgunaan data untuk transaksi ilegal.
Berangkat dari perumusan masalah tersebut, undang-undang pelindungan data pribadi dibutuhkan sebagai
solusi agar tidak terjadi permasalahan tersebut. Namun, dalam pembentukannya, undang-undang
pelindungan data pribadi memiliki beberapa permasalahan. Salah satu isu utamanya adalah perbedaan
pendapat antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR) mengenal kedudukan lembaga pengawas data
pribadi. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengapa kedudukan lembaga
otoritas pengawas PDP dianggap sangat penting sehingga diperebutkan dan mengakibatkan pembentukan
UU PDP memakan waktu tiga tahun. Penelitian ini berlandaskan pada teori kebijakan publik yang
dikemukakan oleh Islamy (2000) yang memiliki empat langkah dalam proses pembentukan kebijakan
publik, yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan.
Penelitian ini berargumen bahwa kedudukan lembaga otoritas pengawas PDP merupakan lembaga yang
sangat penting dan dianggap sebagai motor penggerak dari undang-undang ini dan menjadi sebuah aternatif
dalam kebijakan, sehingga kedudukannya pun diperebutkan oleh berbagai lembaga. Penelitian ini
menemukan bahwa kedudukan lembaga otoritas pengawas ini memang diperebutkan oleh kedua lembaga
yaitu pemerintah dan DPR karena alasan-alasan tertentu, DPR menginginkan kedudukan lembaga tersebut
berdiri secaraindependen karena untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan, perlu adanya pengawasan
terhadap pengendali data, tidak hanya terbatas pada lembaga privat, tetapi juga melibatkan lembaga publik.
Sementara, pemerintah menginginkan lembaga tersebut berdiri dibawah kementerian karena alasan efisiens
dan efektivitas. Kesimpulan yang didapat adalah melihat pentingnya lembaga otoritas pengawas sehingga
diperdebatkan kedudukannya oleh para aktor tersebut membuat kedudukan lembaga otoritas pengawas
diserahkan atau diamanatkan ke Presiden dengan mengacu pada praktik di negara lain yang memiliki
lembaga sgjenis dan tertulis di Bab 1X Pasal 58 bahwa lembaga pengawas tersebut akan ditetapkan oleh
Presiden dan akan bertanggung jawab oleh Presiden.

...... Personal data protection aims to prevent data theft and misuse for illegal transactions. Departing from
the formulation of the problem, the personal data protection law is needed as a solution to prevent these
problems from occurring. However, in its formation, the personal data protection law has severa problems.
One of the main issuesis the difference of opinion between the executive (government) and legidative
(DPR) regarding the position of the personal data supervisory institution. This research focuses on
identifying and analyzing why the position of the PDP supervisory authority is considered so important that
it was contested and resulted in the formation of the PDP Law taking three years. Thisresearch is based on
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the theory of public policy proposed by Islamy (2000) which has four stepsin the process of public policy
formation, namely problem formulation, policy agenda, policy alternatives, and policy determination. This
research argues that the position of the PDP supervisory authority is avery important institution and is
considered as the driving force of thislaw and an aternative in policy, so its position is contested by various
institutions. This research found that the position of the supervisory authority was indeed contested by both
the government and the DPR for certain reasons, the DPR wanted the institution to stand independently
because to prevent conflicts of interest, it was necessary to supervise data controllers, not only limited to
private institutions, but also involving public institutions. Meanwhile, the government wants the institution
to stand under aministry for reasons of efficiency and effectiveness. The conclusion is that seeing the
importance of the supervisory authority institution so that its position is debated by these actors, the position
of the supervisory authority institution is submitted or mandated to the President by referring to the practices
in other countries that have similar institutions and written in Chapter 1X Article 58 that the supervisory
institution will be determined by the President and will be responsible by the President.



